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TENTANG
PENERAPAN JAMINAN PETIKEMAS

1. Sehubungan dengan adanya penerapan uang jaminan petikemas oleh
Perusahaan Pelayaran/General Agent kepada penerima barang (consignee)
atau kuasanya (forwarder) yang pada pelaksanaannya dapat berdampak
pada tingginya biaya logistik maka dibutuhkan pengaturan terhadap
penerapan uang jaminan petikemas dimaksud.

2. Terkait butir 1 (satu) di atas, untuk menekan biaya logistik tinggi maka
dalam penerapan uang jaminan petikemas perlu diatur melalui mekanisme
sebagai berikut:

a. setiap penerima barang (consignee) wajib membuat pernyataan
bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan petikemas dengan
bermaterai cukup yang disampaikan kepada Perusahaan
Pelayaran/ General Agent, '

b. apabila penerima barang (consignee) menunjuk kuasanya maka
kuasanya juga harus membuat pernyataan bertanggung jawab atas
kerusakan atau kehilangan petikemas dengan bermaterai cukup yang
disampaikan kepada Perusahaan Pelayaran |/ General Agent namun
penanggungjawab utama atas kerusakan atau kehilangan petikemas
tetap pada pemilik barang/nama yang tercantum pada dokumen Bill of
Lading (B/L);

c. bahwa pernyataan yang dibuat oleh penerima barang (consignee)
merupakan dokumen yang berlaku sebagai jaminan petikemas sehingga
tidak lagi diperlukan uang jaminan petikemas, namun Perusahaan
Pelayaran/General Agent dapat melakukan evaluasi terhadap penerima
barang (consignee) atau kuasanya khususnya untuk penerima barang
(consignee) yang baru menggunakan jasa Perusahaan Pelayaran atau
barang yang sifat/jenisnya berpotensi dapat merusak petikemas, maka
berdasarkan hasil evaluasi tersebut Perusahaan Pelayaran berhak
menentukan untuk menggunakan pernyataan atau menggunakan uang
jaminan;

/d. setiap ...




setiap penerima barang (consignee) atau kuasanya wajib menyerahkan
dokumen pendukung pengembalian petikemas kepada perusahaan
pelayaran paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak petikemas kosong di
kembalikan ke depo petikemas;

terhadap penerima barang (consignee) atau kuasanya yang dikenakan
uang jaminan petikemas sebagaimana huruf c di atas, maka perusahaan
pelayaran wajib mengembalikan uang jaminan petikemas paling lambat 6
(enam) hari sejak dokumen pengembalian petikemas diserahkan kepada
perusahaan pelayaran.

f. pelaksanaan penerapan jaminan petikemas dilakukan evaluasi bersama

antara pemilik barang atau kuasanya dengan perusahaan pelayaran atau
melalui asosiasi terkait.

3. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaanya.
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
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